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PUTUSAN
Nomor 1090/Pdt.G/2019/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai
gugat antara:
PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Lendang Galuh, 22-08-1988, agama
Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sokong,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Lobar, 07-12-1986, agama Islam,
pekerjaan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Desa Dangiang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2019
telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor

1090/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 25 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kayangan sebagaimana termuat
dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan Nomor 518/68/XI1/2011
tertanggal 21-12-2011;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat
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tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di Desa Dangiang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang
anak bernama ANAK |, perempuan, lahir 23-08-2012;

4, Bahwa sejak bulan Juni tahun 2015 ketentraman rumah tangga
Penggugat degan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga;
b. Tergugat terlalu egois dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih bulan Juli tahun 2015 yang akibatnya
Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat di luar sidang kemudian
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat sendiri yang beralamat di Desa Sokong. Sejak kejadian tersebut
lebih kurang sudah 4 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah
tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan
Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan
sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian
merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

% Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
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Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor
1090/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 28 Nopember 2019 dan tanggal 19 Desember
2019 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan
yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat
gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Lombok Utara NIK
5208036208880001 atas nama Nurtini tanggal 31 Juli 2017 yang telah
dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 518/68/XI11/2011 atas nama
PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan tanggal 21 Desember
2011 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan
aslinya (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI P1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Desa Sokong;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Dangiang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun namun kemudian berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah selama sekitar 4 (empat) tahun karena Penggugat diantarkan
pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang
beralamat di Desa Sokong;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada saling komunikasi dan tidak saling peduli lagi;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Tergugat tidak pernah
datang menjemput, tidak juga menjenguk atau mengirim nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali tinggal bersama
Tergugat, namun tidak berhasil dan saat ini Tergugat telah menikah
dengan orang lain yang berasal dari Sumbawa;

2. SAKSI P2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat
tinggal di Desa Sokong;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami istri;
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- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Dangiang;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai
seorang anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun namun kemudian berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran
antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah
rumah selama sekitar 4 (empat) tahun karena Penggugat diantarkan
pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri yang
beralamat di Desa Sokong;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada saling komunikasi dan tidak saling peduli lagi;

- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Tergugat tidak pernah
datang menjemput, tidak juga menjenguk atau mengirim nafkah untuk
Penggugat;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali tinggal bersama
Tergugat, namun tidak berhasil dan saat ini Tergugat telah menikah
dengan orang lain yang berasal dari Sumbawa;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara
persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka
ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang
tercantum dalam kitab al-Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yang berbunyi
sebagai berikut:

o 52V plllb 949 i pls praluall P15 yo @S> W] (180 o

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak

mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan
gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada
Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun
dengan Tergugat sebagai suami-isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan maka sesuai Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, mediasi terhadap perkara ini tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah
Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk
dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 22
ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk
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membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta
autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal
285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang
sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat
tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang yang dari segi
kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa
fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah
dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan
Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti
yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah
sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat
adalah Suanto bin Musanom dan Roni Paslah bin Sudana. Kedua orang saksi
tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal
171 R.Bg;
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Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah
dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpabh,
sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1
angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu
dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan
Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiistri yang sah
yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) yang
sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya
rukun kemudian sejak 4 (empat) tahun yang lalu telah berpisah tempat
tinggal dan selama itu sudah tidak ada komunikasi, tidak saling peduli dan
Tergugat tidak pernah menjemput maupun menjenguk dan menafkahi
Penggugat lagi;

- Bahwa terhadap Penggugat telah diupayakan penasihatan agar kembali
tinggal bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat
telah menikah dengan orang lain yang berasal dari Sumbawa;

- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
tidak mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran yang bersifat fisik
maupun verbal seperti cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi
namun Majelis Hakim hanya menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dan
Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan
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perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak Majelis
Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan
bukan hanya diartikan secara fisik dan verbal, terlebih persoalan perkawinan
atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami istri di
mana segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak
selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga suami dan istri.
Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya
dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan
kata-kata pasangan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta
Penggugat telah dinasehati untuk tetap rukun kembali dengan Tergugat namun
tidak berhasil merupakan indikasi atau isyarat adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim juga menilai
bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan
suami istri pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan selama itu sudah tidak ada
komunikasi, tidak saling peduli dan Tergugat tidak pernah menjemput maupun
menjenguk dan menafkahi Penggugat lagi bahkan saat ini Penggugat telah
menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang
dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan
Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat
dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat,
masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai
suami istri;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sangat bertentangan dengan
pengertian perkawinan yang dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang
pria dan wanita sebagai suami isteri. Fakta pisah rumah Penggugat dan
Tergugat dinilai Majelis Hakim bukan perpisahan fisik atau jasmani karena
adanya alasan yang dibenarkan namun pisah rumah tersebut karena sudah
tidak adanya ikatan lahir dan batin Tergugat kepada Penggugat sebagai suami
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isteri;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud
yurisprudensi Nomor 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya
menyatakan “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti
telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat
telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan
mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam
yang termuat di dalam Kitab Figh as-Sunnah Juz 1l Halaman 290 yang
berbunyi sebagai berikut:

low 1391 05y 2ol Bloiclgl a2 3l ainy ioladl sa) bolges s I3l

logiv tlo Yl oo iola)l jzeg laglliol o 8 uun)l plgs ano Blayy

ais b aall Lgalls

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang

kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri

atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, karena gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan, sedang
gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal
119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan
terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka petitum
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gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami Rusydiana
Kurniawati Linangkung, S.H.l. sebagai Ketua Majelis serta H. Adi Irfan
Jauhari, Lc., M.A. dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan
dibantu Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.l.
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Hakim Anggota

Unung Sulistio Hadi, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti

Rugaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp 520.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama : Rp  20.000,00
5. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai :Rp  6.000,00
Jumlah :Rp 636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
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